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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif A tidak dilambangkan 
ب Ba B Bc 
ت Ta T Tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha K ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
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ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha Y Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا fathah A A 
َ ا kasrah I I 
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َ ا ḍammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َفْي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي ََ|ا ... 
Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 
ي 
Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas 
 َو 
Dammah dan wau U u dan garis di atas 
Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ  ي  ر : rama 
ََْمْي ق : qila 
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َ َتْى  ً  ي : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 
"h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََ ة ه  ضَا فنْا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْك  حْن ا        : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر: rabbana 
ا ُْي َّج َ: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
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Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا: al-falsafah 
 َد لا بْن ا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي  ش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al-Jalalah ( ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د Dinullahا بههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْى ھَََ َّالََّ ة  ً ْح  رَْي فHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
      Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
NAMA  : DESI.S  
NIM    : 10400114004 
JURUSAN  : ILMU HUKUM 
JUDUL :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA LALU 
LINTAS KARENA KEALPAAN MENYEBABKAN 
KEMATIAN ( studi putusan Nomor 78/Pid.sus/2017/Pn Ban) 
Skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Lalu 
Lintas Karena Kealpaan Menyebabkan Kematian Di Kabupaten Bantaeng”. 
Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana penerapan sanksi oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas karena 
kealpaan menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 78/Pid.sus/2017/Pn Ban). 
Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana lalu lintas karena kealpaan menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 
78/Pid.sus/2017/Pn Ban). 
Penelitian ini menggunakan 2 Jenis data yaitu data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen. 
Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan ataupun studi 
pustaka akan dianalisis dengan menggunakan studi analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan proses pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis belum sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku karena hukuman yang diberikan oleh terdakwa 
hanya 6 bulan sedangkan menurut Undang-Undang RI N0.22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 310 ayat (4) dihukum 
selama 6 tahun, harusnya terdakwa dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku 
dan apabila ada hal yang meringankan setidaknya di hukum selama 2 atau 3 
tahun, agar seseorang tidak lagi semena-mena dalam berkendara.  
Implikasi penelitian yaitu kepada hakim yang memutus perkara tindak 
pidana lalu lintas disarankan untuk benar-benar selektif dan seksama dalam 
menjatuhkan putusan yang sesuai terhadap pelaku, hal ini guna memberikan 
efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pengendara lain agar 
lebih berhati-hati dalam berkendara.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan 
bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, 
hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa 
lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan perekonomian masyarakat. 
Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan 
meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik 
inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin di rasakan. 
Setiap orang memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke 
tempat yang lain. Jarak tempat yang akan ditempuh oleh setiap manusia bervariasi 
sifatnya dan terkadang harus di tempuh dengan suatu modal transportasi.  
Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk 
memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, 
dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan 
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut 
merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan di 
bentuknya undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi 
masyarakat Indonesia. 
Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala 
bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan 
kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang 
ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. dan salah satu 
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kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada 
jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin 
majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang 
pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal 
ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan 
yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan 
menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.  
Lalu lintas merupakan subsistem dan ekosistem kota, berkembang sebagai 
bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau 
menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu 
tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan atau 
memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan 
juga bersifat umum dalam transfortasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat 
pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman 
kehidupan manusia. kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu 
lintas setiap hari yang dapat mengakibatkan hilangnya  nyawa manusia, dan 
kerugian material. 
Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik 
korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang 
merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang 
terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku 
disiplin, sopan, dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur 
di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu 
lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang tidak dapat 
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menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Dngan adanya suatu peraturan tersebut di 
atas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam 
berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan 
sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan  seseorang 
yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut 
memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan 
pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di pasal 310 ayat 
(4) bahwa: 
jika korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 
12.000.000,00-,(dua belas juta rupiah ).
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Karena ceroboh atau lalai membuat mati orang lain pelakunya harus 
dihukum berat agar setiap pengemudi tidak lagi selalu ceroboh dalam 
mengemudikan kendaraaannya apabila mengetahui bahwa sanksinya sangat berat.  
Ketidak taatan pada aturan hukum dan perundangan Lalu Lintas tentang 
kecepatan dan kelengkapan  dalam berlalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan 
khusunya karena alasan kealpaan misalnya, pengendara mobil menegendarai 
dengan kecepatan diatas ketentuan kecepatan, akibat kealpaan atau kelupaan 
menggunakan rem atau tidak memeriksa kondisi peralatan kelengkapan 
kendaraan, dan pengendara lupa bahwa harus berkonsentrasi tidak boleh 
mengantukatau beraktivitas dalam mengemudi misalnya, menelpon , makan dan 
minum, atau mabuk .  
Fungsi sanksi tersebut dalam rangka memberi efek jerah dan peringatan 
bagi pengemudi –pengemudi lainnya , namun kenyataannya banyak sanksi yang 
                                                          
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan( jakarta pusat :Ditlantas Babinkam Polri ),  h. 166. 
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diberikan tidak sebanding dengan perbuatan kealpaannya yang seharusnya di 
hukum setimpal tapi kenyataannya justru tidak setimpal atau sangat ringan  
Tentang sanksi pidana pelaku kecelakaan lalu lintas karena kealpaannya 
menyebabkan kematian. Ada kecurigaan sanksi bagi pelaku, hukuman atau sanksi 
tidaklah  berlaku adil  atau sanksinya ringan. 
Olehnya di PN bantaeng penulis tertarik untuk meneliti kasus kecelakaan 
Lalu Lintas karena kealpaan pada putusan 78/pid-sus/2017/Pn dalam skripsi 
dengan judul: “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas karena 
Kealpaan Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 78/pid.sus/2017/PN 
BAN)”. Karena di kabupaten bantaeng sangat banyak kasus kecelakan lalu lintas 
yang terjadi karena kesalahan atau kealpaan pengemudi yang dapat menimbulkan 
korban dan /atau kerugian harta benda. Tidak bisa diprediksi, kecelakaan lalu 
lintas tidak hanya dapat menimbulkan cidera, trauma, dan luka ringan, luka berat 
atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.    
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian   
a. Tinjauan yuridis  
b. Tindak pidana  
c. Lalu lintas  
d. Kealfaannya menyebabkan kematian  
e. Studi Putusan 
2. Deskripsi Fokus  
Adapun yang menjadi fokus pada penelitian iniadalah: 
a. Pengertian tinjauan yuridis  
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan 
hukum yang penulis kaji dalam hal ini adalah hukum menurut ketentuan pidana 
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materil. Khusus dalam tulisan ini, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian 
yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya 
unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap 
pelaku tindak pidana. 
b. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam KUHPid tidak diberikan defenisi terhadap istilah tindak pidana atau 
starafbaar feit. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat 
mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu 
perubahan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindakan pidana dirumuskan 
dalam Undang-Undang, antara lain KUHPid. Sebagai Contoh,  
Pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun”, dimana di dalamnya terdapat tindak pidana 
pembunuhan.
2
 
Dalam bahasa belanda tindak pidana disebut ”straaffbaar” dan “ feit”, 
straffbar diartikan dihukum dan feit berarti kenyataan. Jadi straafbaar feit adalah 
sebagaian dari kenyataan yang dapat dihukum. 
3
 
Moeljatno mengartikan straafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh  
suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
4
 dapat pula 
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbutan yang dilarang hukum dan 
                                                          
2
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia ( Jakarta: Rajawali Pers 
2013),  h. 57.  
3
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, ( Jakarta: Sinar Grafika 2005),  h. 5. 
4
Sofjan sastrawidjaja,hukum pidana ( amarico, cimahi :1990), h. 114. 
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diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau 
keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejahatan).
5
 
c. Lalu Lintas  
Menurut pasal 1 Undang-Undang N0.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, 
Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, 
pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas dapat didefinisikan 
gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu lintas Jalan . 
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d. Kealpaan Menyebabkan Kematian  
Hal ini diatur dalam pasal 359 KUHP uang berbunyi “barang siapa karena 
kesalahannya menyebabkan orang mati dihukum dengan hukum penjara selama-
lamanya lima tahun.”  
Rumusan “karena salahnya” adalah unsur “kelalaian” atau culpa yang 
menurut ilmu hukum pidana terdiri dari: 
1) Culpa dengan kesadaran  
2) Culpa tanpa kesadaran7  
e. Putusan  
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaiankan perkara pidana dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa putusan hakim berguna bagi terdakwa memperolehh kepastian 
hukum tentang statsusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah 
selanjutnya.  Dalam sistem peradilan pidana seperti kitab Undang-Undang Hukum 
                                                          
5
Moeljono, asas-asas hukum pidana ( jakarta: PT.rineka cipta 2008), h. 59. 
6
Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Surabaya: Kesindo utama 2013),  h. 3. 
7
Ladeng marpaung, Tindak pidana terhadap nayawa dan tubuh (jakarta: sinar grafika 
2005), h.65. 
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Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main 
hakim sendiri.  
C. Rumusan Masalah  
Dengan melihat latar belakang permasalahan sebelumnya maka penulis 
dapat merumuskan pokok  permasalahannya yaitu  tindak pidana lalu lintas karena 
kealpaan menyebabkan kematian. Berdasarkan pokok masalah tersebut maka 
submasalah terdiri dari :  
1. Bagaimana Penerapan sanksi oleh  hakim terhadap tindak pidana lalu lintas 
kerena kealpaan menyebabkan kematian. Dalam studi putusan Nomor: 
78/pid.sus/2017/Pn Ban 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap Tindak pidana Lalu Lintas karena kealpaan menyebabkan 
Kematian Dalam studi putusan  Nomor 78/ pid.sus/2017/Pn Ban 
D. Kajian Pustaka  
Setelah penulis melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa penelitian 
dan literatur yang secara tidak langsun berkaitan dengan penelitian penulis. 
sehingga guna mendukung penelitian ini maka penyusun berusaha melakukan 
penulusuran karya-karya yang berkaitan dengan judul penyusunan ini, diantaranya 
berikutnya: 
1. Penulis mengambil dari buku yang berjudul “undang-undang republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan”dalam buku ini diuraikan dengan luas mengenai undang-undang 
yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. 
2. Selanjutnya penulis mengambil dari buku Drs. Adami Chazawi,S.H. yang 
berjudul “pelajaran hukum pidana” 2005. Dalam buku ini dibahas mulai 
dari pengantar umum, stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori 
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pemindanaan dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Perbedaan 
Secara spesifik buku ini berbeda dengan penilitian yang dilakukan oleh 
penulis karena penilitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada 
masalah Tindak Pidana Lalu Lintas . 
3. Selanjutnya, dalam buku Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si dengan 
judul “hukum pidana edisi revisi” 2012. Dalam buku ini membahas 
pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, subjek dan objek tindak 
pidana, unsur-unsur tindak pidana. Namun dalam buku ini tidak 
membahas tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan 
meninggalnya orang lain.  
4. Selanjutnya penulis mengambil dari buku frans maramis yang berjudul “ 
hukum pidana umum dan tertulis di indonesia”. 2013 Dalam buku ini 
membahas tentang hukum pidana umum dan tertulis di indonesia yang 
merupakan bagian hukum pidana yang terletak dalam kitab UU hukum 
pidana (hukum pidana umum, tidak mencakup hukum pidana khusus dan 
berbagai tindak pidana dalam UU di luar KUHPidana), dan tertulis (tidak 
Mencakup hukum pidana adat). Buku ini mencakup baik ketentuan umum 
maupun tindak pidana tertentu dalam KUHPidana.  Perbedaan dengan 
karya ilmiah penulis dalam buku ini tidak di jelaskan secara rinci 
mengenai tindak pidana khusus sehingga tidak di di bahas mengena tindak 
pidana lalu lintas. 
5. Warpani suwadjoko dalam bukunya “pengelola lalu lintas dan angkutan 
jalan” 2002. Pembahasaannya begitu luas, dengan memadukan topik 
tradisional (rekayasa jalan, pengelolalaan lalu lintas) dan topik non 
tradisional (tata guna lahan, transportasi umum). Akan tetapi, dalam 
bukunya tidak membahas tindak pidana kelalaian secara rinci. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin di capai pada penulisan ini, sebagai berikut :  
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi oleh hakim terhadap tindak 
pidana lalu lintas karena kealpaan menyebabkan kematian. Dalam Studi 
Putusan Nomor :78/Pid-sus/2017/Pn Ban 
b. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas karena kealpaan  
menyebabkan kematian dalam studi Putusan Nomor 78/Pid.sus/2017/PN Ban. 
2. Kegunaan penelitian  
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut :  
a. Dapat memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para 
penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan 
dengan tindak pidana sehingga kedepannya pra peradilan dapat dijatuhkan 
alat bagi para pencari keadilan.  
b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang 
paham terhadap pelaksanaan praperadilan serta proses peradilan di indonesia. 
c. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum 
di indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kelalaian dalam berlalu 
lintas.  
 
10 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan Yuridis  
Penulis membahas masalah tindak pidana kelalaian lalu lintas, ada baiknya 
penulis terlebih dahulu mendefinisikan makna dari tinjauan yuridis. Tinjauan 
yuridis adalah mengkaji dan menganalisa suatu peristiwa dari sudut pandang 
hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana, melihat bagaimana aturan dan 
penerapan hukum.Tinjauan yuridis disini berarti Hukum Pidana Materiil.  
B. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana  
Adapun istilah kecelakaan lalu lintas itu adalah merupakan tindak pidana. 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah 
diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Depertemen kehakiman. Istilah ini 
banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: 
Undang-undang Tindak pidana korupsi, Undang-undang Tindak Pidana 
Narkotika, dan Undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara 
khusus Tindak Pidana Pornografi.  
Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah 
tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai 
istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 
Pendapat prof. Sudartono diikuti oleh teguh prasetyo karena pembentukan 
undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga 
istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh 
masyarakat.  
Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan 
yang diatur oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian 
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perbuatan disini selain perbuatannya yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang 
sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatannya yang bersifat pasif (tidak 
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). 
1
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada hakikatya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia) .
2
 
Mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan dari dua sudut 
pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-
undang. Maksud dari sudut pandang  teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli 
hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. sedangkan maksud dari sudut 
pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada. 
Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis  
Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang 
telah dibicarakan dimuka, yakni: moeljatno, R Tresna, vos, jonkers, dan 
schravendijk.  
Menurut moelijatno, unsur tindak pidana adalah 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c. Ancaman pidana  (bagi yang melanggar larangan). 
Dari rumusan R.Tresna, tindak pidan terdiri dari unsur-unsur yakni:  
                                                 
1
Teguh, prasetyo, hukum pidana edisi revisi (jakarta : rajawali pers 2012),  h. 50. 
2
Rahman syamsuddin/ ismail Aris , Merajut hukum di indonesia ( jakarta : Mitra Wacana 
Media 2014), h. 193. 
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a. Perbuatan /rangkaian perbuatan (manusia);  
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Menurut  bunyi batasan yang di buat Vos, dapat ditarik unsur unsur tindak 
pidana adalah: 
a. Kelakuan manusia  
b. Diancam dengan pidana  
c. Dalam peraturan perundang-undangan  
Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham dualisme 
tersebut tidak ada perbedaan, ialah bahwa tindak pidana adalah: perbuatan 
manusia yang dilarang, dimuat dalam UU, dan diancam dipidana bagi yang 
melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada terlihat bahwa unsur-unsur tersebut 
tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata 
mengenai perbuatannya .  
Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut monisme, 
memang tampak berbeda. penulis mengambil ada dua rumusan saja yang dimuka 
telah dikemukakan, ialah jonkers dan Scbravendijk. 
Dari batasan yang dibuat jonkers (penganut paham monisme dapat dirinci 
unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan (yang), 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)  
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)  
d. Dipertanggung jawabkan  
Sedangkan scbravendijk dalam batasan yang dibuatnya  secara panjang 
lebar itu, jika dirinci terdapat beberapa unsur-unsur sebagai berikut :  
a. Kelakuan (orang yang)  
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b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum  
c. Diancam dengan hukuman  
d. Dilakukan oleh orang  
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
Kemudian, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan 
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada.  
Dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. 
Ternyata ada unsur-unsur yang selalu di sebutkan dalam setiap rumusan, ialah 
mengenai tingkah laku / perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 
(penganiayaan).  
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka 
dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur tingkah laku  
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu 
perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusannya. Tingkah laku 
adalah unsur mutlak tindak pidana. 
b. Unsur melawan hukum 
Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu 
perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada undang-undang 
(melawan hukum formil ) dan dapat bersumber pada msyarakat (melawan hukum 
materil).  
c. Unsur kesalahan 
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Kesalahan  (schuld) adalah  unsur  mengenai keadaan atau gambaran batin 
orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu 
melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d. Unsur akibat konstitutif  
Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada (1) tindak pidana materil 
(materiel delicten atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya 
tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat 
pemberat pidana, dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat 
dipidananya pembuat. 
e. Unsur keadaan yang menyertai  
Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa 
semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.  
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan 
adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari 
yang berhak mengadu. 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. 
Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat 
konstitutif dimuka. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, 
dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana 
sebagaimana pada tindak pidana materiil.  
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur 
keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang 
menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
3
 
                                                 
3
Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian 1 ( jakarta : PT PersadaGrafindo 
persada 2002 ), h. 78-111. 
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
a. Kejahatan dan Pelanggaran 
Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut 
olaeh Undang-undang, KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut 
pelanggaran. 
Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan 
yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu: 
1) Rechtdelicten ialah perbuatan yang bertentanga dengan keadilan, terlepas 
apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau 
tidak, jadi yang benar-benar yang dirasakan oleh masyarakat sebagai 
bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik 
semacam ini disebut “kejahatan”. 
2) Wetsdelicten ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak 
pidana karena undang-undang menyebutkannya sebgai delik, jadi karena 
ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir 
mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut 
“pelanggran”. 
Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, 
sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam 
KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa 
keadilan.Sebaliknya ada “pelanggaran” yang benar-benar dirasakan bertentangan 
dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak 
memuaskan maka dicari ukuranl ain. 
Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada 
perbedaan yang bersifat kuantitatif.Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada 
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perbedaan yang dilihat dari segi kriminilogi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan 
daripada “kejaahatan”. 
b. Delik Formal dan Delik Materiel (Delik dengan Perumusan Secara Formal 
dan Delik dengan Perumusan Secara Materiel) 
1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada 
perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya 
perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. 
2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititkberatkan kepada 
akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesi apabila 
akibat yang dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak 
hanya ada percobaan.  
c. Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per ommisionen 
commissa 
1) Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, 
adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan 
penipuan. 
2) Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, 
adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, 
misal: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 
KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolangan (pasal 531 
KUHP) 
3) Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yag berupa 
pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu ynag membunuh anaknya 
dengan tidak member air susu (pasal 338,340 KUHP), seorang penjaga 
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wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan  sengaja tidak 
memindahkan wissel (pasal 194 KUHP). 
d. Delik Dolus dan Delik Culpa 
1) Delik dolus: delik yang membuat unsur kesengajaan, misal: pasal 
187,197,245,263,310,338 KUHP). 
2) Delik culpa: elik yang mebuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: 
pasal 195,197,201,203,231 ayat 4 dan pasal 359 KUHP 
e. Delik Tunggal dan Delik Berangkai 
1) Delik tunggal:delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. 
2) Delik berangkai:delik yang baru merupakan delik,apabila dilakukan 
beberapa kali perbuatan, misal:pasal 481 (penadahan sebagai 
kebiasaan)KUHP. 
f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai 
Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan 
terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (pasal 
333 KUHP). 
Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup 
melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, 
membunuh, dan membakar. 
g. Delik Aduan dan Delik Laporan 
Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada 
pengaduan dari pihak yang terkena misal: penghinaan (pasal 310 dst, jo. Pasal 319 
KUHP) perzinaan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman 
pencemaran; pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan 
menurut sifatnya, sebagai: 
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1) Delik aduan yang absolut, delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat 
dituntut berdasarkan pengaduan. 
2) Delik aduan yang relative, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada 
hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. 
h. Delik sederhana dan Delik yang ada pemberetannya/ peringanannya 
Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan 
luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2,3 KUHP), pencurian pada waktu 
malam hari dan sebagainya (pasal 363 KUHP). Ada delik yangancaman 
pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: 
pembunuhan terhadap anak-anak (pasal 341 KUHP).
4
 
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas  
1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, 
atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah 
keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan 
orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut . 
Angkutan (transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari 
satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana 
(kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda 
angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang 
memerlukan angkutan. 
5
  
2. Ruang Lingkup Lalu Lintas  
Ruang lingkup rekayasa lalu lintas dalam prakteknya mencakup 5 (lima) 
bagian penting sebagai berikut:  
                                                 
4
Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Edisi 
Pertama, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal. 44-48 
5
Suwardjoko p. Warpani, pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, (Bandung: Penerbit  
ITB 2002), h.  1. 
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a. Studi karakteristik Lalu Lintas  
1) Faktor- faktor kendaraan dan manusia  
2) Volume lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan  
3) Arus lalu lintas  
4) Pola perjalanan, faktor pertumbuhan  dan asal tujuan lalu lintas  
5) Faktor-faktor mengenai parkir dan terminal  
6) Pelayanan fasilitas dan pemkainya  
7) Analisis kecelakaan lalu lintas  
b. Perencanaan Transportasi yang meliputi:  
1) Studi transportasi regional  
2) Perencanaan jangka panjang mengenai jaringan jalan, sistem transportasi 
umum, terminal dan parkir  
3) Perencanaan khusus pembangunan, peningkatan atau penyebaran kembali 
lalu lintas. 
4) Studi tentang dampak lingkungan  
5) Penelitian faktor-faktor sistem transportasi dan perilaku pemakai jalan 
pada suatu sistem lalu lintas. 
c. Perencanaan geometrik jalan, penerapan rekayasa lalu lintas pada 
perencanaan geometrik jalan meliputi: 
1) Perencanaan ulang jalan dan persimpangan lama untuk meningkatkan 
kapasitas dan keamanan   
2) Perencanaan parkir dan terminal 
3) Penetapan standar –standar untuk jalan raya  
d. Operasi lalu lintas dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan cara 
menerapkan alat-alat kontrol lalu lintas  agar sesuai dengan standar dan 
ketentuan lainnya meliputi: 
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1) Peraturan perundang-undangan  
2) Alat-alat kontrol 
e. Administrasi, untuk mencapai tujuan dari rekayasa lalu lintas dibutuhkan 
sejumlah administrasi yang meliputi :  
1) Organisasi yang berwenang menjalankan tugas pengaturan lalu lintas.  
2) Kantor pelaksana harian  
3) Hubungan antar instansi  yang terkait 6 
3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 
Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak 
disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat 
menimbulkan korban dan/atau  kerugian harta benda. Tidak bisa diprediksi, 
kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cidera, luka ringan, 
luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.
7
 
Menurut wirjono prodjodikoro terdapat beberapa kesalahan dari 
pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu sebagai berikut: 
kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan 
peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membeluk atau ia 
mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak 
memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri atau 
menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan 
dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.
8
 
                                                 
6
Alik ansyari alamsyah, Rekayasa lalu lintas edisi revisi , ( malang: UMM Press 2008), h. 
3-4. 
7
C.S.T, Kansil dan cristine S.T. dan Cristine S.T.Kansil, Disiplin berlalu lintas dijalan 
raya, ( jakarta: Rineka cipta 1995), h. .35. 
8
Wirjono projodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di indonesia,(Bandung:Refika 
aditama 2003), h.  81. 
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Kecelakaan lalu lintas umumnya tidak terjadi akibat  penyebab tunggal. 
Terdapat sejumlah hal yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. 
Beberapa pengaruh diantaranya dapat di daftar berikut ini: 
a. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan  
b. Mengemudi secarah ceroboh  
c. Sakit atau lelah  
d. Mngemudi tanpa surat izin  mengemudi yang sah 
e. Kerusakan bagian dari  kendaraan  
f. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau terkena angin.9 
4. Jenis-jenis pelanggaran Lalu Lintas dan sanksinya  
a. Pelanggaran menerobos lampu merah  
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 287, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan 
atau denda paling banyak Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah)  
b. Menggunakan knalpot bersuara bising  
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 285 ayat (1),  dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda 
paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lim puluh ribu rupiah)  
c. Menyelip dari kiri jalan tanpa memperthatikan kendaraan lain 
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 300,  dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling 
banyak Rp. 250.000 ( dua ratus lima pulih ribu rupiah). 
 
 
 
                                                 
9
Leksmono s. Putranto, Rekayasa lalu lintas edisi revisi 2,( Jakarta: penerbit indeks 
2013), h.  164,165. 
22 
 
d. Berbelok tanpa menyalakan lampu sign  
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 300,  dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling 
banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah)  
e. Berboncengan lebih dari dua orang  
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 292,  kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 
Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah)  
f. Berkendara dengan kecepatan tinggi di tengah keramaian Lalu Lintas jalan 
raya  
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 287,  dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda 
paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
g. Berkendara sambil menelpon atau zmz  
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 283,  dengan kurungan paling lama Tiga bulan atau denda 
paling banyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 
h. Aksi balapan liar di jalan umum  
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 297,  dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda 
paling banyak Rp. 3.000.000  juta (tiga juta rupiah) 
i. Berkendara tidak mempunyai STNK  
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 288 ayat (1) ,  dengan kurungan paling lama satu bulan atau 
denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
 
23 
 
j. Berkendara tidak punya SIM  
Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan pasal 281,  dengan kurungan paling lama Dua bulan atau denda 
paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
D. Tinjauan umum tentang kealpaan 
1. Pengertian kealpaan 
Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian culpa, dan ini 
diserahkan kepada ilmu hukum pidana. Beberapa pakar memberikan pengertian 
dan/atau syarat culpa sebagai berikut : 
Simons mempersyarakan dua hal culpa:  
a. Tidak adanya kehati-hatian; 
b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin  
Van hamel menyebutkan pula dua syarat : 
a. Tidak adanya penduga –duga yang diperlukan  
b. Tidak adanya kehati-hatian yang di perlukan 10 
Hazewinkel-suringa pun menyebut adanya segi subjektif dan objektif 
culpa itu. Unsur subyektif misalnya mentalitasnya, kecakapannya, lekas 
marah, tergesa-gesa dan sebagainya.  
2. Bentuk-bentuk kelpaan  
a. Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran maka kealpaan dibedakan atas dua 
yaitu: 
1) Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) kealpaan yang terjadi disadari 
terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan 
kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. 
                                                 
10
Andi hamzah , asas-asas hukum pidana edisi revisi, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2008 ), h.  
125 
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Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak 
timbul akibat itu.  
2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewestu schuld) kealpaan yang tidak 
disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau 
memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai 
perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan  atau 
memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut. 
b. Adapun bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang 
terdiri dari: 
1) Kealpaan berat (culpa lata ) kealpaan berat dalam bahasa belanda disebut 
dengan merlijke schuld atau grove schuld, para ahli menyatakan bahwa 
kealpaan berat ini tersimpul “ kejahatan karena kealpaan “, seperti dalam 
pasal:188, 359 , 360 KUHP. 
2) Kealpaan ringan dalam bahasa belanda disebut sebagai lichte schuld, para 
ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena 
sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat dalam hal pelanggaran buku 
II KUHP. 
2. Pertanggung Jawaban  
Pertanggung jawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang 
objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi 
syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan 
pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah 
asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana 
jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan 
seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyngkut masalah pertanggung 
jawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah 
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pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. tugasnya, 
yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. 
Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tidak pidana yang 
dilakukan seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan 
suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untu bereaksi terhadap 
negara pelanggar atas’ kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.11 
3. Kealpaan yang menyebabkan kematian  
Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian yang menyebabkan korbannya 
meninggal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Buku dua tentang 
kejahatan yaitu: Pasal 359 
”Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
12
 
Terdapat pula dalam UU LLAJ Pasal 310 ayat (4) yang berbunyi: 
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat(3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
13
 
E. Tinjauan umum tentang Putusan  
1. Pengertian putusan  
Menurut  laden Marpaung putusan adalah hasil atau kesimpulan dari 
sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang dapat 
berbentuk tertulis dan lisan.  
Adapun menurut KUHAP dalam Bab 1 pasal 1 angka 11 disebutkan 
bahwa putusan pengadilan adalah: 
                                                 
11
Mahrus ali , dasar-dasar hukum pidana, (jakarta: sinar grafika 2015), h. 156. 
12
Ladeng marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh, (jakarta:sinar grafika), h. 
65. 
13
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (jakarta:kencana 2017), h. 236.  
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“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.  
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang 
sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh Karena itu, tentu saja 
hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek yang ada 
didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin 
ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan 
adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat 
dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan 
berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang 
dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur  untuk perkara yang sama, atau dapat 
menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum  serta 
kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan 
pengadilan yang lebih tinggi.
14
 
2. Jenis-jenis putusan dalam perkara pidana  
Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak 
pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum 
pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. dalam hukum 
pidana, ada 2 (dua ) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Putusan yang bukan putusan akhir  
Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir 
disebut”penetapan” atau “ putusan sela” atau sering pula disebut dengan istilah 
belanda “tussen Vonis”. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148 dan 
pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan 
apabila terdakwa dan atau penasehat hukummnya mengajukan 
                                                 
14
Ahmad Rifai, penemuan hk oleh hakim hal. 94 
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“keberatan/eksepsi” terhadap surat dakwaan JPU. Pada hakikatnya putusan yang 
bukan putusan akhir, anatara lain, dapat berupa: 
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk 
mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan 
Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.  
2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi 
hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b 
KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 
ayat (3) KUHAP.  
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak 
dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP 
disebabkan materi hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara 
hukum perdata dan sebagainya.  
b.  Putusan Akhir  
Putusan ini dalam praktik peradilan  “putusan akhir” dan lzim disebut 
dengan istilah “putusan” atau”eind vonnis” dan merupakan jenis putusan yang 
bersifat materii. Putusan ini terjadi setelah seluruh rangkaian acara persidangan 
mulai majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara 
selesai diperiksa secara teoritik.  
 Putusan akhir pada teori dan praktiknya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 
1) Putusan pemidanaan (veroodeling) 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat 
(1) KUHAP yaitu:  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana” 
2) Putusan bebas ( Acquittal)  
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Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, lazim disebutdengan 
“vrijspraak”. Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat 
(1) yaitu:  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbuti secara sah 
dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”  
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan 
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah 
tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.  
3) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum  
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam 
ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu:  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, 
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa 
diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”  
Apabila dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 
ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika:  
a) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang 
didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi 
perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana 
b) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar  
c) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh 
kuasa yang berhak untuk itu. 
15
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Rahman Syamsuddin, Hukum acara pidana dalam Integrasi 
Keilmuan,(makassar:Alauddin university Pres), h. 218-224. 
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F. Tinjauan Hukum  Islam tentang Lalu Lintas  
Hamba-hamba tuhan pencurah kasih adalah orang-orang yang berjalan di 
bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka 
mengucapkan “salam” ( yakni mari berpisah dengan damai ). Sebagaimana dalam 
firman Allah swt Q.S. Al-Isra/17:37 : 
                         
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena 
Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali 
kamu tidak akan sampai setinggi gunung.”16 
Dalam konteks cara jalan, Nabi SAW. Mengingatkan agar tidak berjalan 
membusungkan dada. Namun demikian, ketika beliau melihat seseorang berjalan  
menuju arena perang dengan penuh semangat dan terkesan angkuh, beliau 
bersabda” sungguh cara jalan ini di benci allah, kecuali dalam situasi (perang) ini. 
Kini pada masa kesibukan dan kesemrautan lalu lintas, kita dapat 
memasukkan kedalam cakupan pengertian ayat diatas penghemat terhadap disiplin 
lalulintas. Peraturan lalu lintas jalan raya serupa dengan peraturan lalu lintas 
kehidupan, jangan pernah berkata bahwa lampu merah menghambat kelancaran 
lalu lintas, ia justru memuluskannya. Karena itu, sebagaimana kewajiban 
menghindari yang haram, maka wajib pula mengindahkan lampu merah, dan 
sebagaimana keharusan menaati pemimpin pemerintah suka kepadanya atau tidak 
maka demikian juga keharusan mengindahkan polisi lalu lintas yang mengatur 
kelancaran jalan, karena dengan membangkan akan terjadi choos, kekacauan dan 
kesamrautan.  
                                                 
16
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya (Bekasi: Citara 
bagus segara), h. 285. 
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Pesan-pesan ayat di atas bukan berarti anjuran berjalan perlahan, atau 
larangan bergerak cepat. Nabi Muhammad saw dilukiskan dengan berjalan gesit, 
dan penuh semangat, bagaikan turun dari dataran tinggi. 
Seorang pemuda dilihat oleh sayyidina Umar ra, berjalan melempen tanpa 
semangat bagaikan orang sakit. Beliau menghentikannya sambil bertanya apakah 
engkau sakit ? tidak jawabnya. Maka sayyidina Umar ra menghardik dan 
memerintahkannya berjalan dengan penuh semangat. Kalau anda ingin 
memperluas makna pesan-pesan ayat diatas, maka anda dapat berkata bahwa ia 
tidak sekedar menggambarkan cara jalan yang baik, tetapi juga tuntutan pengguna 
jalan agar berintraksi dengan semua pihak terbaik mungkin buka saja 
memerhatikan Hak. Hak Asasi Manusia, tetapi juga dalam istilah Nabi 
Muhammad saw hak-hak asasi jalan. 
Jika anda belum penah mendengar istilah ini maka ketahuilah bahwa Nabi 
Muhammad menggaris bawahi empat hal yang menjadi hak asasi jalan jalan (H.R 
Bukhari dan Muslim) yaitu: 
1. Membatasi pandangan termasuk tidak memperlampat kendaraan, atau 
berkerumun sehingga memacetkan lalu lintas sekedar untuk melihat satu 
peristiwa. 
2. Menghindarkan gangguan bukan saja dengan tidak membuang sampah 
dijalan tetapi juga misalnya tidak membunyikan klakson secara berlebihan. 
3. Mengajak kepada kebaikan serta menghalangi kemungkaran. Bukit 
terakhir ini mencakup banyak hal karena memang berjalan atau 
mengemudi membutuhkan bukan sekedar pengetahuan tentang jalan dan 
berjalan, tetapi juga seni dan diatas seni ada akhlak. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Field research kualitatif 
deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa 
kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Secara 
sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara 
teori dan pihak.  
2. Lokasi Penelitian  
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil 
lokasi di Bantaeng yaitu di pengadilan negeri Bantaeng disebabkan hubungan 
judul skripsi yang dianggap bersesuaiaan penuh dengan tempat penelitian.   
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian, 
dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, 
maka spesifiknya pada penelitian ini adalah penelitian syar’i normative, yuridis 
formal dan sosiologis.  
Adapun pendekatan normative adalah pendekatan undang-undang yang 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkut 
pautan dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
C.  Sumber Data  
Sumber data yang digunkan dalam penelitian ini: 
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber 
informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang menangani kasus  
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2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik 
bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media 
massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas. 
3. Data Tersier adalah  bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data 
primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah 
kamus besar bahasa indonesia.  
D. Metode Pengumpulan Data  
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan skripsi 
ini, maka penulis melakukan gumpulan data sebagai berikut: 
1. Studi Dokumen 
Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan masalah penyusunan yang di teliti yaitu dokumen putusan. 
2. Wawancara 
     Wawancara  yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara lisan, tertulis 
dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun 
terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara denga Hakim di 
Pengadilan Negeri Bantaeng  yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, 
dokumen dan observasi. Instrument penelitian inilah yang akan menggali data dari 
sumber – sumber informasi 
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E. Teknik  Pengolahan dan Analisis Data  
1. 1. Teknik pengolahan data  
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dan penelitian ini adalah: 
a. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan 
keraguan atas data yangdiperoleh dari hasil wawancara. 
b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkalan 
pada permasalahan dengan cara memeberi kode-kode tertentu pada tiap data 
tersebut. 
2. Analisis data  
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun 
data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 
dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif merupakan 
analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh 
dari kepustakaan dan penelitian lapangan 
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BAB IV 
TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA KEALPAAN 
MENYEBABKAN KEMATIAN DI KABUPATEN 
BANTAENG 
 
A. Gambaran umum pengadilan negeri bantaeng  
  KANTOR PENGADILAN NEGERI  Bantaeng berwilayh di 
kabupaten bantaeng sulawasi selatan , Pengadilan negeri bantaeng 
merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi mengadili dan 
memeriksa perkara hukum tingkat pertama di wilayah kabupaten Bantaeng. 
  Kantor pengadilan negeri Bantaeng beralamat jl. Andi Manappiang 
No.15 15 Lamalaka, kecamatanBantaeng, kabupaten bantaeng, sulawesi 
selatan . 
  Adapun visi misi Pengadilan Negeri Bantaeng sebagai berikut : 
Visi  
1. Terwujudnya pengadilan negeri Bantaeng yang agung 
Misi  
1. Menjaga kemandirian pengadilan negeri bantaeng  
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan  
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan negeri bantaeng 
4. Meningkatkan kedibilitas dan transparansi pengadilan negeri 
bantaeng  
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B. Penerapan Sanksi oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas 
kerena Kealpaan Menyebabkan Kematian. dalam Studi Putusan Nomor: 
78/Pid.Sus/2017/Pn Ban 
1. Posisi Kasus  
Pada awalnya terdakwa SYPARUDDIN BIN BOLONG pada hari senin 
tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2017  bertempat di  Kp. Papan Loe Kec. Pa’jukukang 
kab. Bantaeng atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum pengadilan negeri bantaeng, berawal dari waktu dan tempat 
yang telah disebutkan diatas,  terdakwa sedang mengendarai sebuah mobil 
Pick Up Suzuki Mega Carry No.Pol DD 8937 FS dengan kecepatan tinggi 
sekitar  ±60 (Enam Puluh) Kilometer/jam dari arah timur kebarat atau dari 
arah bulukumba ke bantaeng bersama Kismawati (istri terdakwa) dan anak 
terdakwa.  Tiba di pertigaan jalan Kampung Papan Loe, dari jarak 20 (dua 
puluh)  meter dari mobil yang terdakwa kendarai , terdakwa melihat 2 (dua) 
orang perempuan turun dari mobil angkutan, dimana seorang perempuan 
menunuduk untuk mengambil kantong dari tanah, dan seorang lagi masih 
anak-anak berdiri menghadap laut (arah selatan). Tiba-tiba anak tersebut 
menyebrang jalan tanpa menoleh kiri-kanan sehingga terdakwa membunyikan 
klakson dan membanting stir ke kanan, lalu mengerem mobil, namun karena 
anak tersebut sangat dekat, akhirnya terdakwa menabrak anak tersebut dan 
sempat terpental hingga masuk kebagian bawah ban depan mobil pick up yang 
terdakwa kendarai. Lalu terdakwa mematikan mesin mobil untuk melihat 
korban. saat itu ada saksi H. Lawa yang berusaha mengeluarkan korban dari 
bawah ban mobil dan menyuruh terdakwa untuk mengantar korban kerumah 
sakit.  
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2. Dakwaan Penuntut Umum  
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh penuntut 
umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 
- Bahwa terdakwa SYARIPUDDIN Bin BOLONG pada hari senin tanggal 27 
februari 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Papan Loe Kec. Pa’jukukang kab. 
Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum 
pengadilan negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili 
perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mennggal dunia. 
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa yang 
mengendarai mobil pick up suzuki mega carry No. POL DD 8937 FS dengan 
kecepatan tinggi sekitar  ±60 (Enam Puluh) Kilometer/jam dari arah timur 
kebarat atau dari arah bulukumba ke bantaeng bersamaan dengan saksi 
SUNARTI BINTI SANGKALA dan kemudian Korban RISKA BINTI 
SANGKALA berdiri hendak menyebrang jalan dari arah  selatan ke utara 
dijalan tersebut yang mana terdakwa sempat melihat korban RISKA berdiri 
hendak menyebrang jalan seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan dan 
membunyikan klakson sehingga langsung  menabrak korban RISKA dan 
mengakibatkan korban  terlempar dan terinjak mobil yang terdakwa 
kemudikan. Selanjutnya terdakwa memberhentikan mobilnya dan membawa 
korban ke RSUD Prof. Dr. H.M ANWAR MAKKATUTU Bantaeng.  
- Bahwa berdasarkan surat visum Et Repertum No: 327/RSU-BTG/03/II//2017 
tanggal 10 maret 2017, yang ditandatangani oleh dr. Suri Muliati Dokter 
pemeriksa/pembuat Visum et refertum Luka RSUD Prof. Anwar Makkatutu 
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Bantaeng menerangkan bahwa pada tanggal 27 februari 2017 telah 
memeriksa seorang penderita: 
Nama :RISKA BINTI SANGKALA 
Umur    : 8 tahun 
        Alamat : Dusun papnloe Desa Papan Loe Kec. Pajukukang Kab.Bantaeng;   
Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, Pada tubuh 
penderita terdapat data sebagai berikut: 
a. Luka lecet pada pipi  
b. Luka lecet pada pinggang kiri 
c. Luka lecet pada belakang punggung 
d. Muntah 
Keadaan tersebut diatas di sebabkan oleh TRAUMA KEPALA dan akibat 
orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum  
Bantaeng tanggal 27 februar pukul 17.50 dan meninggal pada tanggal 27 februari 
2017 pukul 18.27 wita; 
- Dan berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN nomor 091/RSU-
BTGII/2017 tanggal 28 februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Suri muliati 
husain menerangkan bahwa: 
Nama : RISKA Binti SANGKALA  
Umur : 8  tahun  
Alamat: Dusun papan loe desa papan loe kec. Pajukukang Kab. Bantaeng 
Benar penderita tersebut masuk  pada unit GAWAT DARURAT Rumah 
sakit Umum prof. Anwar Makkatutu Bantaeng. 
Pada hari/tanggal : senin 27/ 02 / 2017 
Diaknosa :  TRAUMA CAPITIS BERAT (TBC) 
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Dan meningggal pada hari senin, tanggal 27 bulan Februari tahun 2017 
jam 18.27 Wita. 
Akibat perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 
ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
Bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan 
telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan 
Bahwa untuk membuktikan dakwaannya penutut umum telah 
menghadirkan bukti-bukti dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai 
berikut: 
a) Keterangan saksi-saksi 
1) H. LAWA Bin H. SANJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan 
Terdakwa SYAPARUDDIN Bin BOLONG yang telah menabrak seorang 
pejalan kaki; 
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari senin, tanggal 27 Februari 2017 
sekitar pukul 17.00 Wita di jalan poros kampung papan Loe , Desa Papan 
Loe, kecamatan pa’jukukang, kabupaten Banteang. 
- Bahwa kecelakaan itu berawal ketika saksi sedang duduk di depan rumah 
yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dai jalan. Dari seberang jalan, 
saksi melihat 2 (dua) orang perempuan, dimana salah seorang dari mereka 
masih anak-anak dan berusia sekitar 7 tahun, turun dari mobil angkutan 
dari arah bulukumba menuju bantaeng, kemudian saksi melihat mobil pick 
up melaju dari arah timur ke barat (dari arah Bulukumba Menuju 
Bantaeng) dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) Kilometer/Jam, saat 
itulah saksi melihat anak tersebut menyebrang jalan tanpa melihat kanan-
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kiri, hingga mobil Pick Up tersebut menabraknya dan badan sebelah kanan 
anak tersebut mengenai bagian depan sebelah kiri mobil, lalu anak tersebut 
terpental hingga 3 meter dan terseret oleh ban depan sebelah kanan mobil. 
Saat itu, terdakwa langsung menghentikan kendaraannya. Kemudian saksi 
melihat anak tersebut terjepit dibawah ban depan sebelah kanan mobil. 
Setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk membawa korban kerumah 
sakit; 
- Bahwa sesaat setelah saksi keluarkan, kondisi korban hanya terdapat luka 
pada bagian pelepis dan masih hidup, bahkan sempat memanggil “mama”,  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; 
2) SUNARTI Binti SANGKALA, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan 
Terdakwa SYAPARUDDIN Bin BOLONG yang telah menabrak seorang 
pejalan kaki; 
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari senin, tanggal 27 Februari 2017 
sekitar pukul 17.00 Wita di jalan poros kampung Papan Loe, Desa Papan 
Loe, Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
- Bahwa kecelakaan berawal ketika saksi bersama korban riska (adik 
kandung Saksi) baru pulang dari bulukumba dengan menumpang mobil 
angkutan umum. Tiba di pertigaan jalan kampung Papan Loe, saksi 
bersama korban RISKA turun dari angkutan, lalu saksi berkata kepada 
korban RISKA “ tunggu ma ambil dulu kantong”  kemudian saksi 
menunduk mengambil kantong yang saksi bawah saat itu di tanah. Saat 
itulah saksi mendengar bunyi klakson dan suara pengereman diserti suara 
benturan yang sangat keras. Kemudian saksi melihat korban sudah 
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berada dibawah ban depan sebelah kanan mobil Pick Up, yang posisinya 
saat itu berda di sebelah kanan jalan dan menghadap kebarat (arah 
bulukumba menuju Bantaeng). Selanjutnya, saksi menyebrang jalan dan 
meminta pertolongan untuk korban. Kemudian, saksi membawa korban 
ke Rumah Sakit dengan menumpang mobil Pick Up yang dikendarai 
Terdakwa dan istrinya.  
- Bahwa kondisi korban saat dalam perjalanan kerumah sakit hanya 
mengalami luka lecet pada kepalanya, bahkan korban sempat 
mendapatkan perawatan saat tiba di rumah sakit, sebelum akhirnya 
meninggal dunia sehabis magrib.  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; 
3) KISMAWATI Binti IBNU HAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan 
Terdakwa SYAPARUDDIN Bin BOLONG yang telah menabrak seorang 
pejalan kaki; 
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari senin, tanggal 27 Februari 2017 
sekitar pukul 17.00 Wita di jalan poros kampung Papan Loe, Desa Papan 
Loe, Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
- Bahwa kecelakaan itu terjadi ketika saksi bersama dengan terdakwa dan 
anak saksi yang masih berumur 9 (sembilan) bulan, berangkat dari 
Bulukumba menuju Bantaeng dengan menumpang mobil Suzuki Pick Up 
yang dikendarai oleh terdakwa. Saat itu saksi duduk disebelah sopir 
dengan menggendong anak saksi. Tiba dipertigaan jalan kampung Papan 
Loe, saksi melihat perempuan turun dari mobil angkutan yang jaraknya 
sekitar 10 (sepuluh) hingga 20 (Dua Puluh) meter dari mobil Pick Up 
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yang saksi tumpangi, karena tertutup mobil angkutan yang sedang 
berhenti searah dengan mobil yang saksi tumpangi, tiba-tiba saksi 
melihat seorang anak menyebrang jalan dari arah selatan ke utara, saat itu 
terdakwa sempat membunyikan klakson dan mengerem mobilnya, namun 
karena anak tersebut sudah dekat akhirnya bagian kiri mobil Pick Up 
yang terdakwa kendarai menabrak anak tersebut hingga terdengar 
benturan yang sangat keras. Kemudian terdakwa menghentikan 
mobilnya, namun anak tersebut sudah berada dibawah ban depan sebelah 
kanan mobil. Selanjutnya, saksi turun dari mobil untuk melihat korban 
dan menitipkan anaknya kepada warga sekitar yang berkemurun untuk 
dapat menolong korban. Lalu saksi bersama terdakwa dan saksi sunarti 
membawa korban kerumah sakit dengan menumpang mobil Pick Up 
untuk mendapatkan pertolongan. 
- Bahwa kecepatan mobil Pick Up yang saksi tumpangi saat itu sekitar 30 
hingga 40 km/jam; 
- Bahwa sekitar 30 menit dari rumah sakit dan sempat diberikan 
pengobatan, korban lalu meninggal dunia; 
- Bahwa ketika mengetahui korban telah meninggal dunia, saksi langsung 
melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi; 
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada keluarga terdakwa yang 
datang kerumah korban untuk meminta maaf, namun keluarga terdakwa 
sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 
Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya; 
4) SANGKALA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
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- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan 
Terdakwa SYAPARUDDIN Bin BOLONG yang telah menabrak seorang 
pejalan kaki yang merupakan anak kandung saksi;  
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari senin, tanggal 27 Februari 2017 
sekitar pukul 17.00 Wita di jalan poros kampung Papan Loe, Desa Papan 
Loe, Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, saksi tidak berada ditempat karena sedang 
berada dibulukumba. Sepulangnya saksi dari bulukumba, saksi diberitahu 
oleh saksi H. LAWA yang mengatakan bahwa korban RISKA telah 
ditabrak dan saat ini sudah dibawa kerumah sakit, sehingga saksi 
langsung menuju rumah sakit. Namun setibanya di rumah  sakit, korban 
sudah meninggal dunia.  
- Bahwa saksi tidak melihat mertua terdakwa saat dirumah sakit; 
- Bahwa saksi telah menerima uang santunan sebesar Rp 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah) dari ibu mertua terdakwa  
- Bahwa ibu mertua terdakwa memberikan santunan pada tanggal 02 maret 
2017 di kantor desa; 
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. 
5) Alat Bukti Surat  
Alat bukti surat yang diajukan  dipersidangan berupa: 
a. surat  hasil visum Et Repertum No: 327/RSU-BTG/03/II//2017 tanggal 
10 maret 2017, yang ditandatangani oleh dr. Suri Muliati Dokter 
pemeriksa/pembuat Visum et refertum Luka RSUD Prof. Anwar 
Makkatutu Bantaeng menerangkan bahwa pada tanggal 27 februari 2017 
telah memeriksa seorang penderita: 
Nama :RISKA BINTI SANGKALA 
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Umur : 8 tahun 
Alamat: Dusun papnloe Desa papanloe Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng; 
Dan berpendapat sebagai berikut:  
Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, Pada tubuh 
penderita terdapat data sebagai berikut: 
- Luka lecet pada pipi  
- Luka lecet pada pinggang kiri 
- Luka lecet pada belakang punggung 
- Muntah  
b. SURAT KETERANGAN KEMATIAN nomor 091/RSU-BTGII/2017 
tanggal 28 februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Suri muliati husain 
menerangkan bahwa: 
Nama : RISKA Binti SANGKALA  
Umur : 8  tahun  
Alamat: Dusun papan loe desa papan loe kec. Pajukukang Kab. Bantaeng 
Benar penderita tersebut masuk  pada unit GAWAT DARURAT 
Rumah sakit Umum prof. Anwar Makkatutu Bantaeng. 
Pada hari/tanggal : senin, 27, Februari 2017 
Diaknosa :  TRAUMA CAPITIS BERAT (TBC) 
Dan meningggal pada hari senin, tanggal 27 bulan Februari tahun 
2017 jam 18.27 Wita. 
c. Keterangan terdakwa  
Bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan 
terdakwa yang pokoknya sebagai berikut: 
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- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari senin, tanggal 27 Februari 2017 
sekitar pukul 17.00 Wita di jalan poros kampung Papan Loe, Desa 
Papan Loe, Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 
- Bahwa kecelakaan itu bermula ketika Terdakwa  bersama Kismawati 
(istri terdakwa) dan anak terdakwa berangkat dari Bulukumba Menuju 
Bantaeng.  Tiba di pertigaan jalan Kampung papan loe, dari jarak 20 
(dua puluh) meter dari mobil yang terdakwa kendarai , terdakwa 
melihat 2 (dua) orang perempuan turun dari mobil angkutan, dimana 
seorang perempuan menunuduk untuk mengambil kantong dari tanah, 
dan seorang lagi masih anak-anak berdiri menghadap laut (arah 
selatan). Tiba-tiba anak tersebut menyebrang jalan tanpa menoleh kiri-
kanan sehingga terdakwa membunyikan klakson dan membanting stir 
ke kanan, lalu mengerem mobil, namun karena anak tersebut sangat 
dekat, akhirnya terdakwa menabrak anak tersebut dan sempat terpental 
hingga masuk kebagian bawah ban depan mobil pick up yang terdakwa 
kendarai. Lalu terdakwa mematikan mesin mobil untuk melihat 
korban. saat itu ada saksi H. Lawa yang berusaha mengeluarkan 
korban dari bawah ban mobil dan menyuruh terdakwa untuk 
mengantar korban kerumah sakit.  
- Bahwa kecepatan mobil sesaat sebelum terjadi kecelakaan 60 (enam 
puluh) km/jam; 
- Bahwa kondisi mobil sebelum terjadi kecelakaan bagus dan tidak 
terdapat kerusakan karena mobil tersebut baru dibeli pada tahun 2016 
- Bahwa saat dibawa ke rumah sakit korban masih hidup dan sempat 
memanggil “ mama” dan berkata” sakit”, korban juga mengalami luka 
lecet memerah pada pelepis; 
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- Bahwa yang memulai melakukan perdamaian adalah keluarga 
terdakwa lebih dulu; 
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;  
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang 
meringankan  
d. Barang Bukti 
- 1 unit mobil Pick Up suzuki Mega Carry NO. POL DD 8973 FS  
- 1(SATU) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry NO. POL 
DD 8973 FS; 
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan  
secarah sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwaan 
pada pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan 
Angkuta Jalan. 
3. Tuntutan penuntut umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud diatas dan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini maka 
jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Bantaeng, menuntut kiranya 
berkenaan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut: 
a) Menyatakan terdakwa Syaripuddin Bin bolong terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan krban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 310 
ayat(4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan 
Angkutan jalan; 
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b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaripuddin Bin Bolong dengan pidana 
penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa 
berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
c) Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit Mobil Pick up Mega Carry NO. Pol. DD 8937 FS 
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Mega carry No. Pol. DD 
8937 FS. 
Dikembalikan kepada terdakwa ; 
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00(lima 
ribu rupiah).  
4. Pertimbangan Majelis Hakim  
Mengenai pertimbangan majelis hakim di pengadilan, Terdakwa yang 
telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwaan kepada 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah 
didakwakan tersebut: 
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan 
dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang Unsur-unsurnya adalah 
sebagai Berikut:  
1. Setiap orang  
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas  
3. Dengan korban meninggal dunia  
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Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah 
perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan pasal 310 ayat (4) UU 
RI NO.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu sebagai berikut: 
Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” 
Yang dimaksud dengan “ unsur setiap orang” adalah setiap orang  
pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas 
setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukan tentang subjek 
pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud 
yaitu terdakwa SYARIPUDDIN BIN BOLONG yang oleh penuntut umum 
diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. 
Menimbang, bahwa persidangan terdakwa  dalam keadaan sehat jasmani 
dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan majelis hakim dan 
Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan 
pengakuan terdakwa sendiri mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut 
umum dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam berita acara 
penyidikan dan surat dakwaan penuntut umum ternyata benar adalah terdakwa 
orang yang bernama SYARIPUDDIN BIN BOLONG sebagaimana identitas 
terdakwa dalam surat dakwaan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa 
dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian 
majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi. 
Ad. 2. Unsur “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. 
Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-
saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan 
dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 
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- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 27 februari 2017 sekitar pukul 17.00 
wita bertempat di kampung papan Loe kec pa’jukukan Kab banteang, bahwa 
kecelakaan tersebut bermula ketika terdakwa bersama dengan istri (saksi 
KISMAWATI) dan anak terdakwa berangkat dari bulukumba menuju bantaeng 
dengan kecepatan 60 km/jam dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Pick Up 
Suzuki Mega Carry No. Pol DD 8937 FS, Kemudian setelah tiba di pertigaan 
jalan kampung papan loe, dari jarak 20 meter (dua puluh) dari mobil yang  
terdakwa kendarai, terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan turun dari mobil 
angkutan, dimana seorang perempuan yaitu saksi SUNARTI BINTI 
SANGKALA menunduk untuk mengambil kantong dari tanah, dan seorang 
lagi masih anak-anak (Korban RISAKA BINTI SANGKALA) berdiri 
menghadap laut (arah selatan). Tiba-tiba korban tersebut menyebrang jalan 
tanpa menoleh kiri-kanan sehingga terdakwa membunyikan klakson dan 
membanting stir mobil ke kanan, lalu mengerem mobil, namun karena korban 
tersebut sangat dekat, akhirnya terdakwa menabrak badan sebelah kanan 
korban dan mengenai bagian depan sebelah kiri mobil, lalu korban tersebut 
terpental  hingga 3 ( meter) dan terseret oleh ban depan sebelah kanan mobil. 
Saat itu, terdakwa langsun menghentikan kendarannya. Kemudian saksi H.lawa 
bin H sanji berusaha mengeluarkan korban dengan dibantu oleh aziz yang 
mengangkat bagian depa mobil. Setelah itu saksi H. Lawa Bin H. Sanji 
menyuruh terdakwa untuk membawa korban ke rumah sakit  
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet pada pipi kiri, 
luka lecet pada belakang punggung, dan muntah. Dengan kesimpulan keadaan 
tersebut diatas disebabkan oleh trauma kepala berat orang tersebut mendapat 
pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 27 februari 2017 pukul 
17.50 dan meninggal pada tanggal 27 februari pukul 18.27 Wita. 
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Menimbang, bahwa dengan demikian  majelis hakim berkesimpulan 
bahwa unsur “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi. 
Ad. 3. Unsur “ dengan korban meninggal dunia”.  
Bahwa akibat dari  kecelakaan tersebut, ada seseorang yang bernama 
RISKA BINTI SANGKALA, akhirnya meninggal dunia , sebagaimana telah 
diuraikan pada fakta hukum yang telah disebutkan diatas, dengan demikian 
majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “ dengan korban meninggal dunia” telah 
terpenuhi.  
Menimbang, bahwa oleh kerena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang Republik Indonsia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan jalan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secarah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan 
korban meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan 
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar dan atau alasan alasan pemaaf, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka 
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
Menimbang,  bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama 
pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan 
dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa. 
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Menimbang,  bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwalah dikenakan 
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat(1) KUHAP terhadap 
barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutya dipertimbangkan 
sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) unit mobil Pick up 
Suzuki Mega carry No. Pol. DD 8973 Fs + Kunci dan 1 (satu) Lembar STNK 
Mobil Pick Up Suzuki Mega carry No. Pol. DD 8973 FS, disita dari terdakwa, 
maka dikembalikan kepada terdakwa. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka 
berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih 
dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan  terdakwa. 
Keadaan yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban RISKA BINTI SANGKALA 
Meninggal dunia  
Keadaan yang Meringankan: 
-  Terdakwa bersikap sopan dipersidangan  
-  Terdakwa belum pernah dihukum  
-  Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai 
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka 
berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222  ayat (1) KUHAP, 
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. 
Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan Undang-Undang 
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Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta 
peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini. 
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap 
Tindak Pidana Lalu Lintas karena Kealpaan Menyebabkan Kematian 
1. Pertimbangan Hakim   
Perkara No. 78/pid-sus/2017/PN Ban dalam hal ini terdakwa diajukan 
ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut 
umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar 
ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan.  
Tindakan yang dilakukan terdakwa, hakim harus membuktikan 
dengan mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, kemudian 
disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti 
dengan menganalisanya.  
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (4) UU RI 
NO.22 tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang  
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas  
3. Dengan korban meninggal dunia  
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan 
apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan pasal 310 
ayat (4) UU RI NO.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu 
sebagai berikut: 
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Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”; 
Yang dimaksud dengan “ unsur setiap orang” adalah setiap orang  
pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan 
atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukan 
tentang subjek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak 
pidana yang dimaksud yaitu terdakwa SYARIPUDDIN BIN BOLONG yang 
oleh penuntut umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. 
Menimbang, bahwa persidangan terdakwa  dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan majelis 
hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi 
dan pengakuan terdakwa sendiri mengakui identitasnya dalam surat dakwaan 
penuntut umum dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam berita 
acara penyidikan dan surat dakwaan penuntut umum ternyata benar adalah 
terdakwa orang yang bernama SYARIPUDDIN BIN BOLONG sebagaimana 
identitas terdakwa dalam surat dakwaan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan 
demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur seiap orang telah 
terpenuhi. 
Ad. 2. Unsur “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. 
Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan 
saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan 
dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 27 februari 2017 sekitar pukul 
17.50 wita bertempat di kampung papan Loe kec pa’jukukan Kab 
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banteang, bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika terdakwa bersama 
dengan istri (saksi KISMAWATI) dan anak terdakwa berangkat dari 
bulukumba menuju bantaeng dengan kecepatan 60 km/jam dengan 
menggunakan 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Mega Carry No. Pol DD 
8937 FS, Kemudian setelah tiba di pertigaan jalan kampung papan loe, 
dari jarak 20 meter (dua puluh) meter dari mobil yang  terdakwa kendarai, 
terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan turun dari mobil angkutan, 
dimana seorang perempuan yaitu saksi SUNARTI BINTI SANGKALA 
menenduk untuk mengambil kantong dari tanah, dan seorang lagi masih 
anak-anak (Korban RISAKA BINTI SANGKALA) berdiri menghadap 
laut (arah selatan). Tiba-tiba korban tersebut menyebrang jalan tanpa 
menoleh kiri-kanan sehingga terdakwa membunyikan klakson dan 
membanting stir mobil ke kanan, lalu mengerem mobil, namun karena 
korban tersebut sangat dekat, akhirnya terdakwa menabrak bdan sebelah 
kanan korban dan mengenai bagian depan sebelah kiri mobil, lalu korban 
tersebut terpental  hingga 3 (meter) dan terseret oleh ban depan sebelah 
kanan mobil. Saat itu, terdakwa langsun menghentikan kendarannya. 
Kemudian saksi H.lawa bin H sanji berusaha mengeluarkan korban dengan 
dibantu oleh aziz yang mengangkat bagian depa mobil. Setelah itu saksi H. 
Lawa Bin H. Sanji menyiruh terdakwa untuk membawa korban ke rumah 
sakit. 
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet pada pipi 
kiri, luka lecet pada belakang punggung, dan muntah. Dengan kesimpulan 
keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma kepala berat orang tersebut 
mendapat pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 27 
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februari 2017 pukul 17.50 dan meninggal pada tanggal 27 februari pukul 
18.27 Wita.  
Menimbang, bahwa dengan demikian  majelis hakim berkesimpulan 
bahwa unsur “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi. 
Ad. 3. Unsur “ dengan korban meninggal dunia”.  
Bahwa akibat dari  kecelakaan tersebut, ada seseorang yang bernama 
RISKA BINTI SANGKALA, akhirnya meninggal dunia , sebagaimana telah 
diuraikan pada fakta hukum yang telah disebutkan diatas, dengan demikian 
majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “ dengan korban meninggal dunia” 
telah terpenuhi.  
Menimbang, bawa oleh kerena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang Republik Indonsia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan jalan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah 
terbukti secarah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, 
baik sebaga alasan pembenar dan atau alasan alasan pemaaf, maka terdakwa 
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
 Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
Menimbang,  bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan 
selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan 
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dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang 
telah dijalani oleh terdakwa. 
Menimbang,  bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwalah 
dikenakan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat(1) KUHAP terhadap 
barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutya dipertimbangkan 
sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) unit mobil Pick up 
Suzuki Mega carry No. Pol. DD 8973 Fs + Kunci dan 1 (satu) Lembar STNK 
Mobil Pick Up Suzuki Mega carry No. Pol. DD 8973 FS, disita dari 
terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 
makaberdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan 
terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan  terdakwa. 
Keadaan yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban RISKA BINTI 
SANGKALA Meninggal dunia  
Keadaan yang Meringankan: 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan  
- Terdakwa belum pernah dihukum  
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai 
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.  
Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 karena perbuatannya 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam 
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mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah 
terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur-
unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 
2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan 
perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.  
karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
Bahwa dalam mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim 
mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, 
dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 
ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu 
menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut. 
Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara 
tentang kelalaian yang menyebabkan kematian sesuai wawancara penulis 
terhadap hakim yang memutus perkara tersebut, mengatakan bahwa dalam 
memutus perkara sebaiknya mempertimbangkan bagaimana keadaan pada 
saat kejadian, apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau 
kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana 
yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya 
terdakwa banyak dirugikan terkhusus untuk kepentingan umum. Hal ini dapat 
menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara untuk 
meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan 
pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 
Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga 
mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang 
meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat 
membebaskan terdakwa dari tahanan. 
Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 
Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
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pidana kelalaian yang menyebabkan kematian   sebagaimana dalam amar 
putusan Pengadilan Negeri Bantaeng atas Perkara Nomor. 
78/Pid.sus/2017/PN ban .  
2. Amar Putusan  
Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa 
terbukti bersalah dan memutus sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa SYARIPUDDIN BIN BOLONG telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas dengan korban meninggal dunia”: 
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) Bulan: 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
Menetapkan terdakwa tetap ditahan  
d. seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
e. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit Mobil Pick up Mega Carry NO. Pol. DD 8937 FS 
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Mega carry No. Pol. DD 8937 
FS. 
Dikembalikan kepada terdakwa ; 
f. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,00 (lima ribu rupiah) 
3. Analisis Penulis 
Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat 
bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh 
keyakinan  terdakwalah yang melakukan hal tersebut diatatur dalam Pasal 183 
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KUHP bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang melakukan hal tersebut. 
Selain dari hal yang dijelaskan tersebut, yang perlu dilakukan oleh 
hakim adalah untuk dapat dipidananya sipelaku, disyaratkan bahwa tindak 
pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan 
dalam undang-undang. 
Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 
dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut 
melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau penindasan sifat melawan 
hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang 
dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Serta tidak ada alasan 
pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya.  
Dalam putusan No. 78/Pid.Sus/2017/Pn Ban. proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis belum 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena hukuman yang diberikan oleh 
terdakwa hanya 6 bulan sedangkan menurut Undang-Undang RI N0.22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 310 ayat (4) dihukum 
selama 6 tahun, harusnya terdakwa dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku 
dan apabila ada hal yang meringankan setidaknya di hukum selama 2 atau 3 
tahun, agar seseorang tidak lagi semena-mena dalam berkendara.  
Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenaran 
atau alasan pemaaf yang menjadi alasan penghapus pidana terhadap perbuatan 
yang dilakukan terdakwa Majelis hakim harusnya melihat adanya hal-hal yang 
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memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain 
meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi 
keluarga korban. 
60 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dalam Putusan No.78/Pid.sus/2017/Pn Ban,  Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan tunggal  yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI 
No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuktikan dalam 
persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan 
tersebut dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan 
dan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Menurut hemat penulis penerapan sanksi 
oleh hakim dalam kasus tersebut belum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku 
di Indonesia. 
2. Dalam putusan No. 78/Pid.Sus/2017/Pn Ban. proses pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis belum sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku karena hukuman yang diberikan oleh terdakwa hanya 6 bulan 
sedangkan menurut Undang-Undang RI N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan dalam pasal 310 ayat (4) dihukum selama 6 tahun, harusnya 
terdakwa dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku dan apabila ada hal yang 
meringankan setidaknya di hukum selama 2 atau 3 tahun, agar seseorang tidak lagi 
semena-mena dalam berkendara.  
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B. Implikasi Penelitian  
1. Dengan bertambahnya sidang kecelakan lalu lintas dari waktu ke waktu 
menunjukkam bahwa sanksi pelaku kecelakaan dalam berlalu lintas masih 
ringan, olehnya itu dibutuhkan pemberian sanksi yang lebih berat lagi agar 
pengendara lain tidak semena-mena dalam mengemudikan kendaraannya,  
ketidaktaatan pada aturan hukum dan perundangan lalu lintas tentang 
kecepatan dan kelengkapan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan 
kecelakaan khususnya karena kealpaan, kecerobohan pengemudi tidak jarang 
menimbulkan korban menderita luka berat atau meninggal dunia bahkan tidak 
jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas 
sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku 
disiplin, sopan, dan saling menghormati. 
2. Hakim yang memutus perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia disarankan untuk benar-benar selektif dan 
seksama dalam menjatuhkan pidana yang sesuai terhadap pelaku, hal ini guna 
memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi 
pengendara lain agar lebih  berhati-haati dalam berkendara. 
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